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Penelitian ini berangkat dari permasal ahan luasnya pemaknaan peraturan perundangundangan yang diakui
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
P3). Disisi lain, UU P3 juga mewagjibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk diundangkan
dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada
implementasinya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuannya
dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa
melalui proses pengundangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguraikan proses pengundangan dalam
pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Menemukan daya ikat dan konsekuensi
hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya;
dan (3) menawarkan konsep ideal terkait proses pengundangan dan pemberlakuan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat preskripsi, dengan menggunakan 4
pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data
yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melaui studi
kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa (1) proses
pengundangan masih terdapat permasal ahan terkait kel ebihan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan selaku penanggungjawab pengundangan dan inkorelasi jenis peraturan perundang-
undangan dengan jenis lembaran resmi negara; (2) dayaikat dan konsekuensi hukum untuk peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan sesuai template UU P3 memiliki kekuatan hukum yang jelas
sehingga fiksi hukum bisa berlaku selama belum adanya perubahan UU P3, sedangkan secarateori peraturan
perundang-undangan UU P3 masih kurang tepat dalam mengatur perihal pengundangan; (3) konsep ideal
yang penulis tawarkan adalah mengklasifikasikan kembali jenis peraturan perundangundangan yang diakui
oleh UU P3 dan membedakan beberapa peraturan yang secara substansi seharusnya bukan menjadi bagian
dari peraturan perundang-undangan.

...... This research departs from the broad problem of the meaning of legislation issued by Law Number 12 of
2011 concerning the Establishment of Legisation. On the other hand, the Law Number 12 of 2011 also
requires al laws and regulations needed to be promulgated and allocated to the state gazette of the country
that have been determined to be effective. The implementation of this problem also propagates the
promulgation process and its enactment regulations where there are still many laws and regulations
(according Law Number 12 of 2011) that apply without going through the process of promulgation. This
study aimsto (1) describe the promulgation process in drafting legislation in Indonesia; (2) Finding binding
power and legal consequences of legislation in Indonesia visits from the perspective of its enactment; and
(3) offering ideal concept related to the process of promugation and enacting legislation in Indonesia. This
type of research is a normative prescription, using 4 approaches, namely statute, historical, comparation and
conceptual. The data source used is primary data and secondary data. Techniques for requesting legal
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material through library studies or document studies. Based on the results of research obtained from these
conclusions (1) the process of promulgation there are still problems related to the excess authority of the
Director Genera of Laws and Regulations as the person in charge of the enactment and incorrelation of the
types of laws and regulations with the official type of state (2) the binding power and legal regulations for
laws and regulations imposed in accordance with the Law Number 12 of 2011 template have clear lega
force so that legal fiction can apply as long as there has been no amendment to the Law Number 12 of 2011,
whereas in theory the legislation are still lacking compatible for the Law Number 12 of 2011; (3) the ideal
concept offered upon by the author reclassifies the laws and regulations approved by the Law Number 12 of
2011 and distinguish several regulations which in substance should not be part of the legisation.



